BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pebedaan yang signifikan dari efektiitas pajak daerah
sebelum dan setelah adanya pemekaran pada Kabupaten Gorontalo.
Kemudian dilihat dari analisis komparatif antara efektivitas sebelum
dan setelah pemekaran ditemukan bahwa efektivitas pajak daerah
sebelum adanya pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan
efektivitas setelah adanya pemekaran. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pada periode setelah dilakukan pemekaran, pemerintah
Kabupaten Gorontalo cenderung melakukan berbagai tindakan penting
dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten
Gorontalo.

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi pajak
daerah bagi pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah adanya
pemekaran. Kemudian dilihat dari analisis komparatif antara kontribusi
pajak daerah bagi pendapatan asli daerah sebelum dan setelah
pemekaran ditemukan bahwa kontribusi pajak daerah sebelum
pemekaran lebih besar dibandingkan dengan setelah pemekaran. Hal
ini karena konstruk dari pengukuran kontribusi yang menekankan

bahwa pendapatan asli daerah sebagai pembagi. Sehingga dapat
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dikatakan bahwa pada periode setelah pemekaran, pajak daerah
mengalami peningkatan namun masih lebih besar peningkatan dari

pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di
atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan
anggaran pajak daerah yang ditetapkan. Hal ini karena pada periode
setelah adanya pemekaran efektivitas pajak daerah jauh lebih besar
dibandingkan dengan nilai sebelum pemekaran. Langkah yang perlu
dilakukan yakni dengan melakukan intensifikasi (pembenahan SDM
yang memungut pajak daerah terutaama dalam hal kejujuran pada
pengumpulan pajak galian C dan batuan mineral) dan ekstensifikasi
pajak daerah (melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya pajak daerah) bagi pembangunan daerah.

2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak mengeluarkan
kebijakan yang dapat mengurangi pajak daerah. Hal inilah yang
menyebabkan pajak daerah tidak begitu besar. Langkah yang perlu
dilakukan yakni menerapkan denda atau sanksi atas ketidakpatuhan
dalam pembayaran pajak daerah di Kabupaten Gorontalo. Sehingga
secara agregat jumlah peningkatan asli daerah seimbang dengan

persentase peningkatan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo.
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